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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : O5%5cpT AHUN 2021

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN DAN PENANGANAN
KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS GENDER
DI MASA PANDEMI COVID 19

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a  bahwa dalam rangka melaksanakan layanan penanganan dan
pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
berbasis gender di masa pandemi covid 19, maka perlu menyusun
Standar Operasional Prosedur (SOP).

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagasimans dimaksud pada
hurul s, maka perlu ditctapkan Kepuiusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Penanganan Kasus
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender di masa
Pandemi Covid 19.

Mengingat - l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah dacrah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah [stimewa
Yogyakarta,

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3.  Undang-undung Nomor 23 tshun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.

4.  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penangpulangan Bencana.

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid
19.

1.  Keputusan Presiden Nomor 11 Tehun 2020 Tentang Penetapan
kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19,



8.  Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang
Penanggulangan Bencana.

9.  Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

10, Pernturan Walikota Nomor 69 tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelengparaan
Pemerintahan di Pemenntah Kota Yogyakarta.

11. Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2020 tentung Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungzi, Dan Tota Kera Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian
Pendudukan Dan Keluarga Berencana.

12.  Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2020 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdavaan Perempuan
Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Kelusrga
Berencana.

13. Keputusan Walikota Nomor 351 Tahun 202] Tentang Penetapan
Perpanjangan Keempat belas Status Tanggap Darurat Bencana
Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Yogyakarta,

14. Instruksi Walikota Yogpyakarta Nomor 13 tahun 2021 Tenlang
Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro
di Kota Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19.

15. Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 14 tahun 2021 Tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masvarakat Darurat Corona
Virus Discase 2019 Di Wilayah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN DAN
PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK BERBASIS GENDER DI MASA PANDEMI COVID 19

KESATU Menctapkan Standar Operasional Prosesur (SOP) Pelayanan dan
Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempusn dan Anak Berbasis
Gender di Masa Pandemi Covid 19,

KEDUA SOP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijabarkan lebih lanjut dalam
Keputusan ini.

KETIGA SOP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman layanan
dan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
berbasis gender di Masa Pandemi Covid 19,

EEEMPAT Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 29 Juk doad
Paraf Hirarki
Jabatan Paraf
Sckdin :
KaupTPiA | P
Tembusan :

Yth. 1. Inspektur Kota Yogvakarta
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta
3. Yang bersangkutan




[ Lampiran - Keputusan Ka. DPIAP2KB Kota Yk tentang SOP
Pelayanan dan Penanganan Kasus Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender di
Masa Pandemi Covid 19

MNomor

Tangyal

Nomeor

Tanggal ditetapkan

Sandar Operasional Prosedur Waktu Pelaksanaan : | Kualifikasi Pelaksana :

Layanan Kekerasan Perempuan dan Anak di Masa Pandemi Covid 19 maksimal 60 menit 1. Pengawas Kekerasan : Sarjana S|

2. Konselor hukum (Analis Konsultasi dan
Bantuan Hukum): Sarjana (S1)/ Diploma IV di
bidang Timu Hukum/ Sosial dan politik/
Sosiologi’ Kebijakan Publik/ Psikologi
Masyarakat

3. Konselor Psikologi (Jasa Sosial Lainnya) : S1
Psikologi

Dasar Hukum :

1. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Talum 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Peraturan Menteri Pemberdaysan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19.
Keputusan Presiden Nomor |1 Tahun 2020 Tentang Penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19,

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan
Bencana,
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9. Persturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksans Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

10. Peraturan Walikota Nomor 69 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penvelenggarsan Pemerintahan di
Pemerintah Kota Yogyakarta

11. Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana;

12. Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tala Kerja Unit
Pelaksana Teknis Poda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana,

13, Keputusan Walikota Nomor 351 Tahun 2021 Tentang Penctaspan Perpanjangan Keempal belas Status Tangeap Darurat Bencana Corona Virus Disease

(Cowvid-19) Di Kota Yopvakarts

14. Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 13 tahun 2021 Tentang Perpanjengan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kota Yogyakarta

Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19.




Prosedur :

o

Menerima pengaduan dari korban melalui

a. Melalui hotline service nomor 08112857799 dan telepon Kantor UPT PPA 0274-514419

b. Melalui aplikasi SIKAP yang terintegrasi dalam J5S

¢. Melalui Email UPT PPA : ppa@jogjakota.go.id

Petugas menghubungi korban untuk mengisi formulir biodata korban dan pelaku serta kronologis singkat vang formatnya disediakan UPT PPA
melalui daring.

Petugas melakukan identifikasi awal mengenai kronologis singkat kasus dan untuk menentukan kasus tersebut merupakan kasus baru atau
kasus lama yang memenuhi kategori sebagni kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender, diskriminasi atau perlindungan khusus.
a Apabila merupakan kasus baru, petugas akan menghubungkan korban kepada konselor sesuai dengan kebutuhan korban.

b. Apabila merupakan kasus lama, petugas akan menghubungi konselor yang menangani,

Petugas membantu untuk menjadwalkan assesment awal terhadap korban sesuni jadwal konselor dan prosedur covid 19

Konselor melakukan Assesment pada korban melalui daring, apabila dalam perkembangan daring tersebut, korban memerlukan tatap muka
maka dilakukan konseling tatap muka berdasarkan kedaruratan kasus seperti keinginan bunuh diri, gelisah dan sangat ketakutan, melukai diri
sendiri dan kondisi kedaruratan lainnya.

Konselor melakukan persiapan konsultasi tatap muka sebagai berikut :

a. Memastikan ruangan disterilisasi, semprotkan kursi dan selurub ruangan dengan cairan disinfekian.

b. Memastikan kelengkapan alat penunjang kesehatan (masker, handsanitizer, plastik dan map cadangan dan penunjang kerja yang dibutahkan.
¢. Memastikan kondisi kesehatan korban sesuai sreening awal covid 19,

Korban datang ke UPT PPA dengan membawa Surat Hasil Rapid Antigen. (Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat difasilitasi oleh UPT
PPA Kota Yogyakara dengan membawa surat keterangan tidak mampu)

Konselor melakukan Assesment pada korban, melakukan identifikasi kasus untuk menentukan layanan pendampingan sesuai kebutuhan
korban. Apabila membutuhkan layanan lain yvang tidak tersedia di UPT maka akan dirujuk ke lembaga layanan lainnya sesuai mekanisme
rujukan vang berinku.

Tahap selanjutnya disesuaikan dengan SOP sebelumnya.

Disahkan oleh : Revisi tanggal
KEPALA
Paraf Hirarki
Jahatan Paraf | Tgl —
Sekdin DP3AP2KB |
Ka. UPT PPA A | e EDY MUHAMMAD




| Nomor SOP Rou/oey/ Sop/vifresi :
langgal pembuatan |- 2 Juni 2eM =
| Tangpal Revisi o0 e
_, Tanggal efektif : = F g
| Disahkan oleh - Ka DPIAP2ZKEB Kota Yogvakarta
| Nama S0P Monev Capaian Rencana kerja (Renja) OPD
W e AL PR T Rl ____Dasar Hukum [ __Kualifikasi Pelaksana
| 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Kepala DP3AP2KB (S1)
_'. Pemenintah Sekretaris (51)
2. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokmsi Nomaor 29 Tahun 2010 Ka Sub Bag Perencanaan, Evaluasi, dan
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerjn dan Pelaporan Akuntabilitas Kmerja Instansi Pelaporan (51)
| Pemerintah Kepala Bidang (S1)
3 Peraturun Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Kepala Seks1 (S1)
| tentang Petunjuk Pelaksansan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemernintah Stafl (S1)

4. Keputusan Inspektur Kota Yogyakaria Nomor 60 /KEP2013 tentang Ruang Lingkup Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPDYunit kerja

5. Peraturan Mentri Dalam Negen Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara
Perencanaan, pengendalinn Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Pamjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kenja Pemerintah Demh

6. Peraturan Dacrah Kota Yogyakarta Nomor 11 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPIMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

7. Pemturan Walikota Nomor: 105 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kena Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta

Keterkaitan = | Perlaan
SOP Pengumpulan Data Kinerja I. Computer
2. Prnter

3. ATK




| Peringatan

Prosedur

Wakiu

Kasubag PEP Membuat rencana monitoring kimena dan memenntahkan
staff untuk menyiapkan bahan dan mengkoordiasikan rencana monev
capmnn kinerja dengan pejabat struktural di lingkup DP3IAPZKB

Kasubag PEP Mengkoordinasikan rencana monitoring evaluasi
kinerja eselon 111 dan eselon IV dan memenniahkan Staf uniuk
pulkan data Monitoring Capaian Kinerja per triwulan

Staff Mengolah data dun menyempumakan bqlmn monitoring kinetja
kemudian menverahkan kepada Kasubag PE -

2 hari (@2 jam

3 hari @2 jam

| han

Bahan monitoring kinerja eselon 111 dan IV ynng sudah I.:rl:m‘:l:m
kemudian diserahkan ke Sekretans

Bahan E"-'llﬂﬂsi Irin-mjﬁhsemhl;n Jﬂ: Kepala Dinas untuk bahan

——

2 jam

Sekretaris mengkoreks: ulang bahan momitoring kinena
eselon 111 dan eselon [V | apabila ditemukan kesalahan

kembali ke nomer 2

Kepala Dinas Hm:mmpm rapat monitonng ::apman kinerja dan
mienyampaikan maten kepada peserta rapat yang terdinl dan Pejabat
Eselon Il dan IV

Pe;nhm Eselon 111 dan IV memaparkan kegiatan terkait yang

| mendukung capuian kinerja serta alasan tidak tercapainya target
kinena

Apabila target tidak tercapai, pejabat eselon
menyampaikan langkah selanjutnya yang akan
dilaksanakan uniuk mencapai target pada periode
selanjutnya

‘Hasil Capainn Kinerja diinputkan ke dalam SIM Monev untuk bahan
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja pada Desk Timbal Balik
| di Bappeda Kota Yogyakarta

Paraf Hirsarki
Jabatan Fl-'lf Tanggal
Sekreturis
DPIAP2KB e

Kepala

E‘I’ MUHAMMAD




D | Nomaor SOP |- goo/oos [sap [vi o _ [
| Tanggal pembuatan 3 Juni 20-
| | Tanggal Revisn | © = '
Tanggal efekuf .
Dizsahkan oleh s Ka DP3APZER Kota Yogyakarta
Nama S0P Pengumpulan Data Kinerja
Dasar Hukum _ Kualifikast Pelaksana

td

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi |

Pemerintah

Perniuran Menien Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Burokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinena Instansi
Pemerintah

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksansan Evaluas: Akuntabilitas Kinera Instansi Pemenntah

Keputusan Inspektor Kots Yogyakarta Nomor 60 /KEP2013 tentang Ruang Lingkup Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenintah SKPDVunit kerja

Peraturan Mentn Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cam

Jangka Menengah Dacrah dan Rencana Kerja Pemerintah Derah
Menengah Daemmh (RPIMD) Kota Yogyakaria Tahon 2017-2022

Kepala DP3APIKB (S1)
Sekretans (S1)

Ka Sub.Bag.

Perencanaan Evaluasi, dan
Pelaporan (S1)

Ka Bid Pemberdayvaan dan
Perlindungan Perempuan (51)
Ka Bid Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Anak (51)
KaBid. Pengendalian Penduduk

Keterkaitan

Keluarga Berencans Kot Yogyakarta <

Perencanaan, pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan dan Data (51)
Peraturan Dacrah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan KaBid Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (S1)
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Analis Perencanaan, Evaluasi, dan |
Pelaporan (S1)
Peraturan Walikotn Nomor; 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan
& 0 s 5 Peralatan }
I, Computer
2. Printer

3. ATK




Penngatan

Pencatatan dan pendataan |

Perlu ada keakuratan, updating dalam menghimpun data schingga terjadi kevalidan dalam pengukuran kinerja

e

Data kinerja merupakan sarana’bahan
unfuk menvusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja DPIAPZKEB dan menyusun

" Penctapan Kinerja Perjanjian Kinerja
No Prosedur S TN | Keterangan
| | Melakukan koordinasi dengan Ka Bidang dalam rangka pengukuran 3 hari @ 2 jam
kinerja DP3AP2ZKB menyusun formula’rumus pengukuran kinera, serta
pencermatan data-data yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja dan
menyampaikan kepada Ka Bidang
2 Melakukan inventarisir terhadap data yang digunakan untuk pengukuran 3 hari & 2 jam
kinerja dan koordinasi mengumpulkan data kinerja__ Bl = 1)
3 | Menerima dan memverifikasi data yang sudah masuk 2 jam Jika data sudah benar maka langsung
ke langkah nomer 4
Jika data mengalam: kekeliruan
IIIIIIII » kembah lagm ke langkah nomer |
4 merckap data-data yang telah disampaikan untuk digunakan dalam 2 jam
pengukuran kinerja
5 Mengolah data-data untuk digunakan dalam pengukuran kinerja | har
6 Verifikasi dan melaporkan data kinerja, capaian kinerja sesuai rumusan 2 jam
formula indikator kinerja
Parafl Hirnnrki Iy
Jabatan Paraf | Tanggal |
Sekretaris "
DPFIAPIEB




